[ SALINAN

BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Batang Hari, maka perlu menetapkan Besaran Tunjangan Transportasi
bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang Hari;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran
Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten dalam lingkungandaerah Provinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun
Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.Undang-Undang. . .
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
5587)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Batang Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Batang
Hari Tahun 2017 Nomor 2);

Memperhatikan. . .
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Laporan Penilaian KJPP Agus, Ali, Firdaus dan Rekan Nomor : 09/KJPP-
AAF/JBI/IX/2017 Tanggal 04 September 2017, Perihal Hasil Penilaian
Untuk Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.



Memperhatikan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN

TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
HARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

10.

11.

(1)

Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.

Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Batang Hari

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari

Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua
DPRD Kabupaten Batang Hari sesuai peraturan perundang- undangan.

Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten
Batang Hari sesuai peraturan perundang-undangan.

Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang
Hari.

Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang
Hari.

Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan
kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai
dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana
Operasional Pimpinan DPRD.

Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang berikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota
DPRD yang dibayarkan dalam bentuk uang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.

BAB II. . .
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BABII
TUNJANGAN TRANSPORTASI
Pasal 2

Besaran Tunjangan Transportasi bagi Ketua DPRD sebesar Rp. 15.054.000 (lima belas juta
lima puluh empat ribu rupiah).



2)
)
(4)

(1)
2)

Besaran Tunjangan Transportasi bagi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 13.811.000 (tiga belas
juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).

Besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebesar Rp. 12.555.000 (dua belas juta
lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan
setiap bulan dalam bentuk uang.

BAB III
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
TUNJANGAN TRANSPORTASI
Pasal 3

Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD
Kabupaten Batang Hari.

Pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan
Pengguna Anggaran.

Pasal 4

Dalam rangka pertanggungjawaban tunjangan Transportasi, Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 5 September 2017

BUPATI BATANG HARI

ttd

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal :5 September 2017

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI

ttd

BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017
NOMOR : 55



